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ABSTRAK
	
[bookmark: _Hlk49416552][bookmark: _Hlk49416522]Masalah hukum dalam sektor pengangkutan laut bersifat multikompleks, mengingat banyaknya sektor lain yang saling terkait. Akibatnya, tumpang tindih pengaturan, bahkan tidak jarang saling berlawanan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya pada akhirnya saling melempar tanggung jawab apabila terjadi permasalahan hukum. Perlu diketahui, di bidang pengangkutan laut banyak pihak yang merasa dirugikan (pemilik kapal, operator kapal, pemilik muatan kapal, dan penumpang kapal) dengan adanya suatu peristiwa kecelakaan kapal, tentunya keputusan-keputusan yang sifatnya administratif. Kerugian tersebut identik dengan hilang atau rusaknya muatan kapal dan kerusakan/kehilangan kapal, akan tetapi juga kerugian yang timbul berkaitan dengan kelambatan pengiriman barang/muatan, atau juga kerugian ekonomi yang tidak terkait langsung dengan kapal. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan intensitas pelayaran bukan saja melibatkan kapal-kapal berbendera Indonesia akan tetapi juga kapal-kapal asing, maka potensi terjadinya insiden pelayaran bukan mustahil juga akan lebih meningkat. Kompleksitas permasalahan serta banyaknya segi yang harus ditangani dalam pembangunan berbasis maritim menuntut kebijakan lintas sektoral yang efektif.  Saat ini pengelolaan laut Indonesia melibatkan banyak lembaga yang berkecimpung di laut sebenarnya dapat menjadi peluang maupun hambatan dalam pembangunan maritim. Menjadi peluang apabila semua stakeholder maritim bisa bersinergi dan menjadi hambatan apabila yang terjadi sebaliknya. 
Penelitian yang digunakan ad	alah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang bersifat kualitatif yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokkan dan dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.
[bookmark: _Hlk17968814][bookmark: _Hlk17969379]Pemanfaatan sumber daya maritim dan pengelolaan industri transportasi pengangkutan laut dikelola oleh banyak departemen, instansi dan lembaga pemerintah yang berkepentingan ternyata tidak serta merta membuat sektor ini berkembang menjadi sektor andalan ekonomi nasional, diperlukan ketegasan dan komitmen pemerintah untuk lebih menggerakkan percepatan pembangunan kemaritiman, karena tanpa hal tersebut mustahil sektor maritim dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah sebagai regulator perlu membentuk Peradilan Maritim untuk melaksanakan peradilan yang menangani perkara-perkara kemaritiman dengan prinsip khusus berada dalam kompetensi Peradilan Maritim di bawah Mahkamah Agung. Pembentukan Undang-Undang Maritim dan Peradilan Maritim di bawah Mahkamah Agung dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya transportasi pengangkutan laut. Pembentukan Peradilan Maritim akan memisahkan dispute yang memandulkan hukum tools untuk membangun perekonomian khususnya ekonomi maritim. Peradilan Maritim akan menjadi lembaga penegakan hukum maritim dan penemuan-penemuan hukum apabila dalam peraturan-peratuan transportasi pengangkutan laut atau maritim belum diatur secara jelas, sehingga nantinya terdapat suatu keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan berkeadilan serta manfaat untuk bangsa Indonesia.
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ABSTRACT

Legal issues in the marine transportation sector are multicomplex, given the many other sectors that are interrelated. As a result, overlapping regulations, and sometimes even contradicting one regulation with another, ultimately throws off responsibility in case of legal problems. It should be noted, in the field of sea transportation, there are many parties who feel disadvantaged (ship owners, ship operators, cargo owners, and ship passengers) by a ship accident, of course administrative decisions. This loss is identical to the loss or damage to the cargo of the ship and the damage / loss of the ship, but also the losses that arise in connection with the delay in the delivery of goods / cargo, or also economic losses that are not directly related to the ship. Based on this, the increase in shipping intensity does not only involve Indonesian-flagged vessels but also foreign vessels, so the potential for shipping incidents is not impossible as well. The complexity of the problem and the many aspects that must be addressed in maritime-based development demands effective cross-sectoral policies. Currently, marine management in Indonesia involves many institutions that are involved in the sea, which can actually be an opportunity or an obstacle in maritime development. It becomes an opportunity if all maritime stakeholders can work together and become obstacles if the opposite happens.
The research used is analytical descriptive with normative juridical approach method, that is a process to find rule of law, legal principles, and legal doctrine to answer legal issue faced. With respect to the normative juridical approach used, the data analysis used is qualitative juridical analysis, ie qualitative data that has been collected, then grouped and linked with each other to achieve clarity of issues to be discussed. 
Utilization of maritime resources and management of the sea transportation industry is managed by many interested ministries, agencies and government agencies which do not necessarily make this sector the mainstay of the national economy, it requires government assertiveness and commitment to further accelerate maritime development. it is impossible that the maritime sector can make a major contribution to the welfare of the people. The government as a regulator needs to establish a Maritime Court to carry out a judiciary that handles maritime cases with special principles being in the competence of Maritime Courts under the Supreme Court. The establishment of a Maritime Law and Maritime Court under the Supreme Court can provide just legal certainty in realizing the welfare of the people, especially sea transportation. The formation of the Maritime Court will separate the disputes that provide legal tools for building the economy, especially the maritime economy. The Maritime Court will become a maritime law enforcement agency and legal findings if the regulations for sea or maritime transportation have not been clearly regulated, so that later there will be a decision that has permanent legal force and justice and benefits the Indonesian nation.
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